
a. bahwa Rencana Kerja Pernerintah Daerah mcrupakan pedaman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. bahwa dikarenakan terdapat penycsuaian jadwal Penerapan
Peraturan Walikota Palernbang tentang Perubahan Rencana Kerja
Pernerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditenrukan oleh
Walikota Palembang rnaka perlu mengganti Peraturan Walikota
PaJembang NomoI' 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Alas
Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014 rentang
Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun Anggran 2015;

c. bahwa uniuk melaksanakan kerentuan Pasal 26 ayat (2) Undang­
Undang Nomor 25 Talmo 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayal (3) Peraturan Pemerintah
NomOI 8 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah dan
Pasal33 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang
Tahapan, Tara Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah, sejalan dengan
perkernbangan yang ridak sesuai dengan Asumsi Rcneana Korja
Pcmerintah Daerah KOla Palembang Tabun 2015 maka perlu
mengubah Peraruran Walikota Paiembang NomoI' 29 Tabun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015;

d. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruI c, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Perubahan Atas Peraruran Walikota Palembang
Nomor 29 'Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota PalembangTahun Anggaran 2015;

1. Undang-Undaog Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenrukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja d.i Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RcpubUk indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
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Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor
29 Tahun 2014 tentaag Rcncana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Ahggarari 2015 (Berita Da'erah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor
29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 10 diubah sehingga.Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasall
Dalam Peraturan WaJikotainiyang dimaksud dengan:
1. PemerintahKota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2,. Dewan Perwakilan Rakyat: .I)aerah yang selanjutnya
. disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota. Palembang,
3. Walikota adalah Wa!ikOlaPalembang.
4. Kepala Badan Pcrencanaal) .Pembangunan Daetah adalan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Palernbang.

5. Inspektur adalah LnspekturRota Palernbang,
q. s.d 7 dan seterusnya ..
8. Rencana Pembangunarr J<}Jlgka Menengah Daerah Kate.

Palernbang, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013. sampal dengan
tahun 2018.

MElMUTOSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALfKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 29 TAfIT.,TN2014
TENTANG RENC).\NA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Nornor 5587) sebagairnana telah diu bah dengan Undang­
Undang Nomor 2 'rahun 2919' tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
Z014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Repuhlik IndonesiaTahun 201,5 Nomor 24.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

5. Peraruran Pernerintah, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
'rata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik,Indonesia Nomor4817);

6. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pernbangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Pereneanaan Pembangunan Daerah
[Berita Daerah Kota Palembang Tahun 201.4Nomor 2);



9. Reneana KeJ:ja Pemerintah yang selanjurnya disingkar RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu]
tahun.

10. Reneana Kerja Pernerintah Daerah yang aclanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen. perencanaan Kota Palembang untuk
periode 1(satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desernber
2015.

II. Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pernerintah. daerah yang dibahas dan disctujui bersama oleh
Pernerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang se!anjumya dlsingkat KUA-APBD adalah dolrumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan
serta asumsi yang mcndasari unruk periodc 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjumya
disingkat PPASadaJah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam pcnyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran SatU8.ll Kcrja Perangkat Oacrah (RKA-SKPD)
setelah disepakati dengan DPRD.

2. Dianiara Pasa! 2 dan Pasal 3 disisipkan I(saru] Pasal, yaitu Pasal 2A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal2A

RKPD disusun dengan sistematika sebagai bcrikut:
BAB I PENDAHUI.UAN
BAS II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KOTA PALEMBANG

SAMPAI OENGAN TRlWULAN KEDUA
BAB III RANCANOAN PROGRAMDAN KEOlATAN PRlORlTAS DALAM

PERUBAHAN RKPO TAHUN 2015 KOTA PALEMBANG
BAB IV PENUTUP

3. Oi antara Pasal 3 dan Pasal 4 disislpkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal
3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal3A

lsi dan uraian Perubahan RKPD Kota Palembang Tahun 2015
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Walikora ini.

4. Oi antara Pasal 5 dan PasaJ 6 disisipkan L (satu) pasal, yaitu Pasal
SAyang berbunyi sebagai berikur:

Pasal5A

Pada saat Peraruran Walikota ini .mulai berlaku , Peraruran Walikota
Palembang Nomor 19 Tabun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Palembang Nomor 29 Tabun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 [Berita Dacrah Kota
PalembangTahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaD pengundangan
Peratura.o Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Pasal D

Peraturan Walikota ini mulai berlalrn pada tanggal diundangkan.


